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BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 190 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 LEWOLEMA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan  Program
Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
peserta didik, maka Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Lewolema sebagai penyelenggara Program Pendidikan,
perlu diberikan izin operasicnal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah
Menengah Pertama Negeri 1 Lewolema;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5410) ;l’
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. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Pertaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, (SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(OMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengabh;

Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Norhor 4
Tahun 2008 tcntang Urusan Pemcrintah Yang Mcnjadi
Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur ‘lahun 2008 Nomor 4
Tambahan baran Dacrah Kabupatcn Flores Timur
Nomor 0024);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Lewolema di Desa Painapang Kecamatan
Lewolema Kabupaten Flores Timur.

Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU , mempunyai
kewajiban:

a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi
atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang
meliputi:

. Standar Isi;

Standar Proses

Standar Kompetensi lulusan;

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

Standar Prasarana dan Sarana;

Standar Pengelolaan;

Standar Pembiayaan; dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

b. menggunakan kurikulum yvang berlaku secara Nasional
dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

¢. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar
yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan
sesuai dengan perkembangan peserta didik;

d. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan
Pendidikan; dan

¢. menyampaikan laporan penyelengaraan Pendidikan
kepada Bupati melaui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
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/,,-' ' pada: tanggal 2 SCPT@M%?/ 2015

/%/" K, BUPATI FLORES TIMUR,




